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BAB I 

Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

embangunan erat kaitannya dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat agar 

tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam 

mewujudkan sebuah kesejahteraan, pemerintah 

harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. 

Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak 

dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan 

kebutuhan hidup. Rendahnya kualitas hidup 

penduduk miskin berakibat pada rendahnya 

tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat 

mempengaruhi produktivitas, ketergantungan, dan 

kerentanan sosial. Dengan demikian maka 

pengentasan dan penanggulangan kemiskinan 

diharapkan dapat mengangkat taraf hidup 

masyarakat miskin. Dalam Undang-undang 

Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), (2) dan (3) 

mengamanatkan tentang kewajiban negara untuk 

memberikan perlindungan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 11/2009 

tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisi-kan 

perlindungan sosial sebagai upaya mencegah dan 

mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan 

sosial. Forum Indonesia untuk Transparansi 

Anggaran (FITRA) menerjemahkan bahwa 

perlindungan sosial adalah program untuk 

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat Indonesia dengan 

memaksimalkan transparansi anggaran di level 

nasional dan daerah, perencanana program yang 

partisipatif, pelaksanana program yang akuntabel, 

dan berkelanjutan. 

 

Grafik 1.1 Tren Kemiskinan di Indonesia 

 

Sumber: BPS 2019, diolah oleh FITRA 
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Berdasarkan Grafik 1.1, Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di 

Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41%, 

menurun 0,41% terhadap Maret 2018 dan 

menurun 1,95% terhadap Maret 2013. Sedangkan 

jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 

25,14 juta, menurun 0,81 juta terhadap Maret 2018 

dan menurun 3,03 juta terhadap Maret 2013.1 

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan 

Belanja Nasional (APBN), alokasi anggaran untuk 

perlindungan sosial setiap tahun mengalami 

kenaikan, pada tahun 2019 anggaran untuk 

perlindungan sosial mencapai Rp 200,8 Triliun 

atau meningkat sebesar Rp 63,1 Triliun dari tahun 

2016. Belum lagi ditambah alokasi anggaran 

perlindungan sosial melalui APBD.  

Salah satu program yang dilakukan 

pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan 

perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 

adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH 

merupakan program pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang 

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. 

Sejak tahun 2007, PKH sudah berjalan dan 

berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi 

rumah tangga penerima manfaat di Indonesia 

sebesar 4,8% pada tahun 2018. 2 

Tabel 1.1 
Jumlah Alokasi Anggaran dan Sasaran PKH 

Tahun 2016-2019 

Tahun Anggaran Sasaran 

2016 Rp 10,0 Triliun 6,0 juta keluarga miskin 

2017 Rp 11,5 Triliun 6,2 juta keluarga miskin 

2018 Rp 17,5 Triliun 10 juta keluarga miskin 

2019 Rp 32,6 Triliun 10 juta keluarga miskin 

Sumber: diolah oleh FITRA3 

Meskipun data di atas menunjukan adanya 

penurunan angka kemiskinan dan kenaikan 

anggaran untuk pengentasan kemiskinan, dalam 

realitanya terdapat permasalahan dalam 

implementasinya, salah satunya dalam 

pelaksanaan PKH di daerah DKI Jakarta. Dalam 

implementasi program PKH, masih terjadi masalah 

dalam data terpadu. Berdasarkan pemetaan yang 

dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Rakyat 

Indonesia (SPRI), terdapat 17.000 keluarga 

miskin di Provinsi DKI Jakarta yang belum dapat 

mengakses PKH yang dijalankan oleh Pemerintah 

Pusat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/p

ersentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-

persen.html di akses pada Mei 2020. 

2 https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dashome di akses pada Mei 
2020. 
3 Ibid. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dashome
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Untuk kebutuhan itu, juga diperlukan menyediakan bukti yang jelas mengenai terjadinya kesalahan 

(exclusion/inclution error) dalam basis data terpadu calon penerima PKH  dan belum efektifnya mekanisme 

pendaftaran keluarga miskin calon penerima program yang telah berlangsung. Selain itu, dengan kondisi 

terbatasnya plafon anggaran PKH  yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bagi DKI Jakarta, maka perlu 

dicari alternatif peluang kebijakan dan skema pendanaan agar seluruh keluarga miskin di provinsi DKI 

Jakarta dapat menerima pelayanan sejenis PKH  yang dikelola sendiri oleh Pemda DKI Jakarta. Hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa kapasitas fiskal APBD DKI Jakarta sangat memungkinkan untuk membiayai 

PKH  lokal dan menyadari kecilnya peluang untuk mendorong penambahan anggaran PKH  bagi provinsi 

DKI Jakarta dari APBN. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta dalam pengentasan 

kemiskinan melalui program-program perlindungan sosial. 

a. Melakukan analisis proporsi anggaran fungsi perlindungan sosial di DKI Jakarta tahun 2017–

2019. 

b. Melakukan pemetaan terhadap program perlindungan sosial maupun program-program sejenis 

yang telah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. 

2. Menyajikan hasil analisis kapasitas fiskal untuk program perlindungan sosial di DKI Jakarta. 

a. Melakukan penelusuran potensi anggaran yang dapat direalokasi untuk PKH lokal di DKI 

Jakarta. 

b. Melakukan perhitungan anggaran untuk membiayai bagi warga miskin yang belum tercover oleh 

PKH nasional dan/atau program perlindungan sosial lainnya di Provinsi DKI Jakarta. 

 

1.3 Keluaran Penelitian 

1. Adanya analisis proporsi anggaran fungsi perlindungan sosial DKI Jakarta. 

2. Adanya peta implementasi program perlindungan sosial, baik yang berjalan di Provinsi DKI Jakarta 

maupun yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat. 

3. Catatan atas analisis kondisi kapasitas fiskal DKI Jakarta yang memungkinkan melakukan realokasi 

anggaran untuk PKH lokal. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah Pemda DKI Jakarta memiliki 

komitmen untuk pengentasan kemiskinan 

melalui Program Perlindungan Sosial  ?  

a. Bagaimana proporsi anggaran 

fungsi perlindungan sosial dan 

anggaran PKH  di DKI Jakarta?  

b. Apakah proses penentuan 

kelompok sasaran sudah sesuai 

menyasar kelompok 

miskin/marginal dan indikator 

apakah yang digunakan dalam 

proses klasifikasi penentuan 

penerima PKH  di Provinsi DKI 

Jakarta? 

2. Apakah pemerintah daerah DKI Jakarta 

mempunyai kapasitas untuk fiskal untuk 

membiayai PKH  melalui APBD?  

a. Bagaimana potensi anggaran yang 

memungkinkan bisa direalokasi 

untuk PKH  di Provinsi DKI 

Jakarta? 

b. Berapa anggaran yang dibutuhkan 

untuk membiayai PKH  untuk 

Keluarga Miskin (KM) di Provinsi 

DKI Jakarta? 

 

1.5 Ruang Lingkup atau Limitasi Penelitian 

Riset ini merupakan analisis anggaran 

untuk perlindungan sosial yang fokus pada 

alokasi anggaran PKH. Limitasi dari penelitian 

secara wilayah adalah provinsi DKI Jakarta, 

walaupun berdasarkan data BPS -DKI Jakarta 

merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan 

terrendah dengan 3,4 point di bawah rata-rata 

nasional (9,41 point), wilayah DKI Jakarta dipilih 

karena merupakan daerah yang menjadi basis 

dan fokus dari Federasi Serikat Pekerja Rakyat 

Indonesia (SPRI), hal ini bertujuan untuk 

mempermudah akses informasi dan sebagai 

bagaian dari contoh untuk daerah lainnya. Selain 

itu data anggaran yang dianalisis merupakan data 

APBD tahun anggaran 2017-2020. Karena 

penelitian ini dilakukan pada saat kondisi wabah 

covid-19 sehingga ada keterbatasan dalam 

melakukan wawancara langsung terhadap 

beberapa instansi terkait dan kebutuhan data 

yang terbatas. 
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BAB II 

Kerangka Teori 

2.1 Kemiskinan  

enurut Sudarwati dalam 

Kartasasmita (2006, h.22), 

kemiskinan merupakan 

masalah dalam pembangunan yang ditandai 

dengan pembangunan dan keterbelakangan 

kemudian meningkat menjadi ketimpangan. 

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam 

kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya 

kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari 

masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih 

tinggi. Prasyarat pertama dalam konsep 

kemiskinan adalah penentuan suatu kriteria 

tentang siapa atau kelompok sosial mana yang 

harus menjadi fokus perhatian dan keprihatinan 

umum (Sen, 1981), dan khususnya pemerintah.4 

Ada beberapa pendekatan untuk melihat 

kemiskinan, yang pertama adalah pendekatan 

biologis yaitu mendefinisikan suatu keluarga ke 

dalam 'kemiskinan primer' apabila pendapatan 

total mereka tidak dapat menutupi kebutuhan-

kebutuhan minimum, yaitu untuk memelihara 

'efisiensi fisik' guna kelangsungan hidup (survival) 

mereka. Kelaparan jelas merupakan dimensi 

kemiskinan paling menonjol dalam masyarakat.5 

Pendekatan kedua disebut pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs), yaitu melihat 

konsep kemiskinan tidak saja mencakup 

kebutuhan diet minimum (kebutuhan minimum), 

 
4 Sen, Amartya. 1981. Poverty and Families: An Essay on 
Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press. 
5 Rowntree, B.S and G.R. Lavers. 1951. Poverty and the 
Welfare State. London: Longmans Greenand Co. 

tetapi ditambah pula dengan kebutuhan non-

pangan yang mencakup kebutuhan konsumsi 

minimum suatu keluarga, yaitu pangan, 

perumahan (papan), dan pakaian yang memadai.6 

Di samping itu, konsep tersebut mencakup pula 

layanan-layanan (iservice) esensial yang 

disediakan untuk masyarakat luas, seperti air 

bersih, sanitasi, transportasi umum, fasilitas 

kesehatan,dan pendidikan. Pendekatan ketiga 

adalah pendekatan ketimpangan, pendekatan ini 

tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, 

tetapi pada besarnya perbedaan antara 20% atau 

10% masyarakat paling bawah dengan 80% atau 

90% penduduk lainnya, Kajian yang berorientasi 

pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya 

memperkecil perbedaan antara mereka yang 

berada di bawah (miskin) dan mereka yang 

makmur (better-off). Suatu fakta menunjukan 

bahwa persentase orang yang relatif miskin 

cenderung konstan walaupun kondisi ekonomi 

berubah. Pendekatan-pendekatan yang telah 

dikemukakan kemudian menghasilkan konsep 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 

Kemiskinan absolut menunjuk pada ketidak-

mampuan seseorang untuk mendukung 

kebutuhan minimum: kesehatan dan efisiensi 

fisiknya, yang kerapkali dinyatakan dalam kalori 

atau tingkat konsumsi gizi.

6 International Labour Office. 1976. Employment, Growth 
and Basic Needs. Report of Director General of ILO and 
Declaration of Principles and Programsfor Action Adopted by 
the Conference. Geneva. 
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 Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai 

standar hidup umum dalam masyarakat yang 

berbeda-beda menurut definisi kultural. Konsep ini 

menunjuk pada kenyataan bahwa seseorang 

dikategorikan miskin bukan karena standar 

hidupnya rendah, melainkan karena standar 

hidupnya lebih rendah dari pada standar hidup 

orang lain. Maka dari itu garis kemiskinan akan 

berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi.7 

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin 

di DKI Jakarta sebanyak 362,3 ribu orang. 

Dimana kota administrasi Jakarta Utara 

merupakan wilayah dengan penduduk miskin 

terbanyak yaitu sebesar 95,9 ribu orang 

sedangkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah 

dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit 

yaitu sebanyak 2,9 ribu orang.  

Berdasarkan indikator kedalaman 

kemiskinan dan keparahan kemiskinan pada 

tahun 2019 DKI Jakarta memiliki angka 

kedalaman kemiskinan dan keparahan 

kemiskinan masing-masing sebesar 0,40% dan 

0,07%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 80,76% 

(DKI Jakarta masih menempati peringkat IPM 

tertinggi dari semua provinsi di Indonesia). 

Grafik 2.1 Perkembangan Persentase Penduduk 

Miskin di DKI Jakarta 

Sumber: Susenas Maret 2014 – Maret 2019 

Selanjutnya selain kedalaman kemiskinan 

dan keparahan kemiskinan, salah satu ukuran 

ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini 

Ratio. Nilai Gini Ratio di DKI Jakarta berkisar 0 - 

1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan 

ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio DKI 

Jakarta pada September 2019 adalah sebesar 

0,391 poin, atau turun 0,003 poin dari 0,394 poin 

(Maret 2019) namun naik sebesar 0,001 poin bila 

dibandingkan dengan September 2018. 

Grafik 2.2 Perkembangan Gini Ratio di DKI 

Jakarta 

 

Sumber: Susenas September 2019 – September 2019

 

 

 

 

 

 

 
7 Modigliani,F. and Richard Brumburg. 1954. "Utility analysis 
and consumption function: an interpretation of cross-section 

data" dalam K.K. Kurihara ed., Post-Keynesian Economics, 
New Brunswick: Rutgers University Press. 
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2.2  Perlindungan Sosial sebagai Hak Asasi Manusia 

Konsep perlindungan sosial dalam 

konvensi International Labour Organisation (ILO) 

Nomor 102  tahun  1952  mengenai  Standar 

Minimum Jaminan Sosial, perlindungan sosial 

tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan 

jaminan sosial. Perlindungan sosial   secara 

tradisional  dikenal  sebagai  konsep  yang lebih 

luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan 

jaring  pengaman  sosial. Perlindungan  sosial 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya 

publik yang dilakukan dalam menghadapi dan 

menanggulangi kerentanan, risiko dan 

kemiskinan yang sudah melebihi batas. 8 

Landasan perlindungan sosial erat kaitannya 

dengan agenda pekerjaan yang layak. Konsep 

perlindungan sosial secara tradisional lebih 

berfokus kepada program perlindungan jangka 

pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi 

masyarakat atas dampak guncangan seperti 

yang diakibatkan oleh bencana alam, 

pengangguran, hingga kematian. Fokus 

perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi 

kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik 

sebagai sistem intervensi kebijakan yang 

cenderung memakan banyak anggaran serta 

dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk 

lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian 

dunia untuk mendukung pembangunan yang 

lebih merata, secara bertahap perlindungan 

sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih 

berfokus kepada tindakan preventif dan promotif 

dalam jangka panjang. Pendekatan konsep 

perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-

 
8 International Labour Organization. (2012). Penilaian 
Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional 

penyebab kemiskinan dan berusaha untuk 

mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan 

politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.  

Perlindungan sosial juga merupakan hak 

asasi manusia, mengacu pada Universal 

Declaration of Human Rights (1948) dan 

International Covenant on Economic, Sosial and 

Cultural Rights (1966), menjelaskan bahwa 

perlindungan sosial sebagai hak seluruh warga 

negara yang harus dipenuhi. Perlindungan sosial 

berbasis hak (rights-based sosial protection) ini 

menempatkan warga negara sebagai pemilik hak 

(rights-holder) dan negara sebagai pengemban 

tugas (duty bearer) yang bertanggung jawab 

memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Dalam 

hal ini negara menjalankan kebijakan dan 

program yang bertujuan untuk mengurangi 

resiko kemiskinan dan kerentanan yang 

dihadapi seluruh warga masyarakat di 

sepanjang hidup mereka (life cycle approach). 

Pendekatan siklus hidup ini menyaratkan bahwa 

kebijakan perlindungan sosial mencakup program 

yang menjamin penghidupan minimum bagi 

anak-anak sejak dalam kandungan (melindungi 

dari resiko kurang gizi, menjamin pendidikan 

dasar, jaminan kesehatan, dan lain-lain), 

kelompok usia produktif (apabila mengalami 

resiko kecelakaan kerja, sakit, cuti hamil, 

kehilangan pekerjaan, kecacatan), dan kelompok 

usia lanjut (menjamin kehidupan yang layak dan 

jaminan kesehatan) (International Labour 

Organisation, 2017). 

di Indonesia: Menuju Landasan Perlindungan Sosial 
Indonesia. Laporan: Jakarta. 
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Perlindungan sosial sebagai hak asasi 

manusia juga diatur dalam konstitusi. Pasal 28 

dan 34 UUD 1945 yang mengatur tentang hak 

asasi manusia dan kesejahteraan sosial secara 

spesifik menyebutkan bahwa “Setiap orang 

berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermartabat” dan “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. Kebijakan perlindungan 

sosial merupakan amanat konstitusi, berbagai 

pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit mengatur 

tentang pemenuhan hak masyarakat melalui 

kebijakan tersebut. Kebijakan perlindungan sosial 

Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan 

UUD 1945 yang berbunyi “…melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia.” Komitmen tersebut kemudian 

dituangkan lebih lanjut dalam beberapa pasal 

dalam Amandemen UUD 1945, antara lain pasal 

27 Ayat (2) tentang hak warga atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak dan pasal 28H ayat (1) 

dan (3) tentang hak hidup sejahtera lahir dan 

batin dan hak memperoleh pelayanan kesehatan; 

serta hak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan diri seseorang 

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

Perlindungan sosial juga diatur melalui pasal 31 

ayat (1) dan (2) tentang hak atas pendidikan dan 

kewajiban pemerintah membiayai pendidikan 

warganya; serta Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) 

yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara dan kewajiban 

negara mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

yang diikuti lahirnya Undang-Undang  Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu 

momen penting dalam perjalanan sistem 

perlindungan sosial di Indonesia karena pada dua 

UU tersebut kebijakan perlindungan sosial 

menjadi komprehensif. Kebijakan perlindungan 

sosial mulai menuju komprehensif sejak krisis 

ekonomi 1997-1998 dan mengalami 

perkembangan dari tiap masa pemerintahan 

Presiden, setidaknya meliputi bantuan tunai, 

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan 

pangan/penghidupan. 

 

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)  untuk Pengentasan Kemiskinan 

Pada era presiden  Joko Widodo (Jokowi), kebijakan program perlindungan sosial masih berlanjut 

dengan berbagai modifikasi. Program-program unggulan saat ini, misalnya Program Keluarga Harapan 

(PKH), program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk Keluarga 

Sejahtera (Rastra), subsidi kepada petani dan nelayan dan lainnya. 
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PKH  merupakan salah satu program 

penanggulangan kemiskinan, dimana 

program ini memberikan bantuan uang tunai 

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), 

jika mereka memenuhi persyaratan yang 

terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

hidup dalam bidang pendidikan dan 

kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia terutama pada 

kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut 

sekaligus sebagai upaya mempercepat 

pencapaian target Sustainable Development 

Goals (SDGs). Penyaluran bantuan sosial PKH  

sebagai salah satu upaya mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung 

perbaikan aksesibilitas terhadap pelayanan 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial 

guna meningkatkan kualitas hidup keluarga 

miskin dan rentan.  

Berdasarkan Permensos Nomor 5 tahun 

2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial  (DTKS, 2019), sasaran 

atau penerima bantuan dan pemberdayaan sosial  

adalah keluarga penerima manfaat PKH  dan 

keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT). Penerima tersebut adalah Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki 

anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 

tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada 

lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau 

wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah 

tangga yang bersangkutan, hal ini disebabkan 

agar pemenuhan syarat ini dapat berjalan secara 

efektif. 

Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2018 menetapkan bahwa 

PKH diselenggarakan untuk mendukung 

pelaksanaan penyaluran program perlindungan 

sosial yang terencana, terarah, dan 

berkelanjutan. Sebagai bantuan sosial bersyarat, 

PKH  di klaim pemerintah memberikan dampak 

terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, 

seperti dibeberapa negara pelaksana Conditional 

Cash Transfers (CCT) lainnya. PKH berhasil 

meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima 

manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. 

Berdasarkan data FITRA (tahun 2019), 

peningkatan tersebut terutama disebabkan 

karena meningkatnya target sasaran penerima 

PKH menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) di tahun 2018-2020; penyaluran subsidi 

pangan (Rastra) kepada 14.332.212 Rumah 

Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) 

dan pengalihan sebagian subsidi Program Beras 

untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) 

menjadi bantuan pangan dengan mekanisme non 

tunai/voucher di 44 kota besar dengan target 

sasaran sebanyak 1.198.685 Rumah Tangga 

Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM); 

meningkatnya jumlah penyandang disabilitas 

yang mendapat akses pemenuhan hak dasar 

(Akta, NIK, KTP, alat bantu, kartu identitas 

penyandang disabilitas) dengan target sasaran 

2.500 jiwa; dan meningkatnya jumlah keluarga 

miskin yang memperoleh bantuan kelompok 

usaha ekonomi produktif di perdesaan sebanyak 

53.600 KK dan perkotaan sebanyak 48.400 KK. 
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2.4 Anggaran dan Praktik PKH Lokal 

2.4.1 Anggaran PKH 

Sebagai upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. 

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di 

dunia internasional dengan istilah Conditional 

Cash Transfers (CCT) dalam upaya 

menanggulangi kemiskinan di negara-negara 

tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. 

Sebagai sebuah program bantuan sosial 

bersyarat, PKH  juga menyasar akses keluarga 

miskin terutama ibu hamil dan anak untuk 

memanfaatkan berbagai fasilitas layanan 

kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan 

pendidikan (fasdik). Manfaat PKH  juga mulai 

didorong untuk mencakup penyandang disabilitas 

dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf 

kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat 

konstitusi dan Nawacita Presiden RI.9  

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia 

telah melaksanakan PKH dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 844 miliar untuk Rp 390 ribu 

keluarga, sedangkan pada tahun 2019 jumlah 

PKH  meningkat mencapai Rp 32,7 triliun untuk 9,8 

keluarga sasaran. Artinya sejak 2007 sampai 

dengan 2019 pemerintah sudah mengeluarkan 

anggaran untuk PKH  sebesar Rp 89,3 Triliun 

(Lihat Grafik 2.3). Sedangkan untuk PKH di 

provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 

Rp 17 miliar atau 0,7% dari total quota nasional 

dengan jumlah sasaran sebanyak 65,3 ribu. 

Anggaran PKH  terbesar adalah Jawa barat dan 

jawa Timur, hal ini mengingat jumlah sasaran 

penerima manfaat didaerah tersebut lebih banyak 

dari pada daerah lainnya, untuk Jawa Barat 

anggaran PKH  mencapai Rp 470 miliar atau 

17,2% dari total quota nasional dengan jumlah 

sasaran sebanyak 1,724 juta, sedangkan Jawa 

Timur mencapai Rp 470 milir atau 17,5% dari total 

quota nasional dengan jumlah sasaran sebanyak 

1,750 juta. Berikut adalah jumlah KPM dan alokasi 

PKH di DKI Jakarta dan Nasional.

 

Grafik 2.3 Jumlah Alokasi Anggaran dan Sasaran 

PKH Tahun 2016-2019 (Anggaran dalam Miliar 

dan Sasaran dalam Juta) 

 

Sumber: diolah oleh FITRA10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1 diakses pada 
Mei 2020 

10 Ibid 

https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1
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Tabel 2.1 

Sebaran KPM DKI Jakarta 2018 

Provinsi KPM Bantuan (%) 

Kepulauan Seribu 856 231.251.600 1.31% 

Kota Jakarta Barat 14.298 3.845.568.300 21.87% 

Kota Jakarta Pusat 7.240 1.946.800.000 11.08% 

Kota Jakarta Selatan 12.330 3.305.037.500 18.86% 

Kota Jakarta Timur 17.498 4.715.944.300 26.77% 

Kota Jakarta Utara 13.146 3.529.705.100 20.11% 

TOTAL 65.368 17.574.306.800 100% 

Sumber: Kemensos 2019, diolah oleh FITRA 

 

Tabel 2.2  

Sebaran KPM Nasional 2018 

 

Provinsi KPM BANTUAN SDM (%) 

Aceh 299.175 80.304.937.250 1.445 3,0% 

Bali 82.546 22.214.047.100 306 0.8% 

Banten 317.268 84.690.293.800 943 3.2% 

Bengkulu 91.072 24.409.319.200 539 1,0% 

Di Yogyakarta 221.646 61.321.716.100 830 2.2% 

DKI Jakarta 65.368 17.574.306.800 333 0.7% 

Gorontalo 61.859 16.558.062.650 331 0.6% 

Jambi 106.503 28.546.302.050 663 1.1% 

Jawa Barat 1.724.641 460.786.552.350 5.400 17.2% 

Jawa Tengah 1.537.360 413.068.240.000 5.352 15.4% 

Jawa Timur 1.750.155 470.205.358.250 5.600 17.5% 

Kalimantan Barat 156.188 41.950.101.800 796 1.6% 

Kalimantan Selatan 105.566 28.595.026.100 552 1.1% 

Kalimantan Tengah 48.138 13.056.506.300 358 0.5% 

Kalimantan Timur 70.324 19.067.127.400 411 0.7% 

Kalimantan Utara 14.126 3.973.434.100 107 0.1% 

Kepulauan Bangka Belitung 23.005 6.260.581.750 163 0.2% 

Kepulauan Riau 40.637 12.018.542.950 249 0.4% 

Lampung 466.260 124.644.265.000 2.060 4.7% 

Maluku 101.006 34.376.948.100 472 1.0% 

Maluku Utara 37.012 12.592.668.200 250 0.4% 

Nusa Tenggara Barat 339.915 91.165.360.250 1.113 3.4% 

Nusa Tenggara Timur 383.931 108.195.413.850 1.673 3.8% 

Papua 59.779 20.336.828.650 802 0.6% 

Papua Barat 39.783 13.522.976.050 368 0.4% 

Riau 158.697 43.154.281.950 829 1.6% 

Sulawesi Barat 62.906 16.816.729.100 281 0.6% 
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Sulawesi Selatan 309.128 83.146.098.800 1.170 3.1% 

Sulawesi Tengah 151.955 42.159.526.250 737 1.5% 

Sulawesi Tenggara 122.530 33.870.185.500 633 1.2% 

Sulawesi Utara 100.264 28.192.124.400 579 1,0% 

Sumatera Barat 189.119 50.966.435.650 912 1.9% 

Sumatera Selatan 314.572 84.027.788.200 1.571 3.2% 

Sumatera Utara 447.798 123.471.163.300 2.015 4.5% 

TOTAL 10.000.232 123.481.163.532 39.843 100% 

Sumber: Kemensos 2019, diolah oleh FITRA 

 

Jika kita bandingkan jumlah penerima PKH dengan angka kemiskinan BPS pada tahun 2019 yaitu 

sebanyak 362,3 ribu orang, maka kita bisa bilang bahwa jumlah quota PKH di DKI Jakarta masih sangat 

minim atau kurang 297 ribu. Indikator dan kriteria PKH  tentu akan lebih spesifik lagi dari sekedar angka 

kemiskinan tersebut. Berdasarkan data Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI) saat ini masih terdapat 

17 ribu keluarga miskin di DKI Jakarta yang belum dapat mengakses PKH  yang akan lebih lanjut dibahas 

secara lebih lengkap di BAB IV.  

  

2.4.2 Sejarah dan Praktik PKH Lokal  

Perlindungan sosial mulai komprehensif 

saat krisis ekonomi 1997-1998 (era Suharto 

dilanjutkan Habibie) dan 2004 (Megawati) menuju 

jaminan sosial yang komprehensif dengan 

penetapan UU No.40/2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. Krisis tersebut 

berdampak sangat besar kehidupan ekonomi dan 

sosial masyarakat, dan menunjukkan kerentanan 

ekonomi serta perlunya perlindungan sosial bagi 

seluruh penduduk (Sumarto et.al., 2002). 

Sebagai respon terhadap krisis, pemerintahan BJ 

Habibie meluncurkan Program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS) di tahun 1998. Skema yang 

dibangun adalah bantuan tunai, penyaluran beras 

dan sembako, serta bantuan biaya pendidikan 

dan kesehatan bagi warga miskin dan hampir 

miskin (near poor). Program-program ini 

kemudian dikembangkan pada era pemerintahan 

Megawati Soekarno Putri dengan Program Jaring 

Pengaman Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK 

Gakin). Lebih lanjut, Megawati membentuk 

Komite Kerja Sistem Kesejahteraan Sosial (2001) 

yang bertugas merancang Sistem Jaminan Sosial 

baru yang di tetapkan melalui UU No. 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN). Mulai pada pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), program 

kesejahteraan sosial terus mengalami 

diversifikasi dan dilanjutkan pemerintahan Joko 

Widodo dengan modifikasi program dan 

penamaan. 
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Program unggulan pada masa itu diantaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

Bantuan Langsung Tunai(BLT) sebagai kompensasi pencabutan subsidi BBM, dan Program Beras Miskin 

(Raskin). Pemerintah di era tersebut juga mengembangkan program lain seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Jaminan Persalinan 

(Jampersal). Selama masa pemerintahan SBY, regulasi yang lahir antara lain UU No. 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS), dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2015 tentang pembentukan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. Pada era Jokowi, kebijakan 

maupun program perlindungan sosial masih berlanjut dengan berbagai modifikasi. Program unggulan saat 

ini, misalnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk 

Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi kepada petani dan nelayan dan 

lainnya, merupakan pengembangan dari program-rogram sebelumnya. Corak yang dikembangkan masih 

sama dan belum terintegrasi antara program satu dengan program lainnya (Djani, 2018). 

 

a. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Di Provinsi Banten 

Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu 

selanjutnya disingkat Jamsosratu adalah skema 

yang melembaga untuk menjamin rakyat Banten 

yang berasal dari kelompok rumah tangga kurang 

mampu berdasarkan data PPLS tahun 2011 

sebagai peserta jaminan sosial rakyat Banten 

bersatu yang mendapatkan bantuan sosial tunai 

bersyarat dan pertanggungan asuransi 

kesejahteraan sosial. Asuransi Kesejahteraan 

Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu 

selanjutnya disingkat Askesos Jamsosratu 

adalah sistem perlindungan sosial bagi pencari 

nafkah utama rumah tangga sasaran sebagai 

pekerja sektor informal dalam bentuk jaminan 

pengganti pendapatan keluarga. Lembaga 

Pengelola Asuransi Kesejahteraan Sosial 

Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu 

selanjutnya disingkat LPA-Jamsosratu adalah 

organisasi sosial atau yayasan sosial dan atau 

lembaga-lembaga yang bergerak di bidang dan 

melakukan usaha-usaha pelayanan 

kesejahteraan sosial yang telah diseleksi, 

diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Banten selaku tim pengendali jaminan 

sosial rakyat Banten bersatu Provinsi sebagai 

mitra pelaksana jaminan sosial rakyat Banten 

bersatu atas rekomendasi Dinas/Instansi Sosial 

Kabupaten/Kota. Peserta Jamsosratu merupakan 

Rumah Tangga Sasaran(RTS) sesuai Pendataan 

Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, 

yang memenuhi beberapa kriteria:  

• Memiliki ibu hamil/nifas;  

• Anak balita dan/atau anak usia 6 -7 tahun 

yang belum masuk pendidikan 

• SD/sederajat;  

• Anak usia SD/sederajat, SLTP/sederajat, 

SLTA/sederajat; dan  

• Anak usia 15 -18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. 
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b. Jaminan Sosial Usia Lanjut (Jaslut) atau PKH PLus di Jawa Timur 

Dalam program Jaslut atau PKH Plus ini, 

masing-masing KPM mendapatkan bantuan 

sebesar Rp 2 juta selama setahun yang disalurkan 

dalam 4 (empat) tahap. Di mana setiap tahap, 

masing-masing KPM menerima bantuan PKH Plus 

sebesar Rp 500 ribu. Program Jaslut atau PKH 

Plus merupakan salah satu program utama dari 

Nawa Bhakti Satya, khususnya Jatim Sejahtera 

Gubernur Jawa Timur. Program ini merupakan 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 

keluarga atau warga miskin dan rentan yang 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin. Tujuan PKH Plus atau Jaslut ini 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup, 

mengentaskan kemiskinan para lansia dan 

keluarga kurang mampu melalui akses layanan 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 

serta mengurangi beban pengeluaran. Program ini 

memberikan perhatian khusus kepada lansia 

terlantar, perempuan kepala keluarga rentan dan 

penyandang disabilitas. 

 

 

PKH Plus memiliki tingkat efektivitas yang 

tinggi untuk penurunan kemiskinan. Harapannya 

kegiatan ini bisa memberikan makna bahwa lansia 

tidak terpinggirkan dan mampu merekatkan 

persaudaraan dan silaturahmi diantara sesama. 

Apabila penerima Jaslut yang belum menerima 

bantuan disebabkan meninggal dunia, maka 

bantuannya dialokasikan dan tetap disalurkan 

tetapi melalui para ahli waris atau perwakilan 

keluarga penerima Jaslut. Kuota se-Jatim 

sebanyak 50.000 Lansia yang diusulkan di tahun 

2019. Adapun penetapan penerima Jaslut: 

● Penerima berusia 70 tahun ke atas 

● Lansia yang berasal dari keluarga 

penerima bantuan PKH yang memiliki 

komponen pendidikan dan kesehatan 

● Memiliki identitas (KTP) NIK dan KK. 

● Tidak memiliki sumber penghasilan tetap 

baik dari diri sendiri atau dari orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

apabila berstatus suami/istri, maka yang 

berhak berkesempatan menerima 

bantuan adalah salah satu dari mereka. 

  



 
 

15 
 
 

BAB III 

Metodologi Penelitian 
 

3.1 Metode Penelitian 

ntuk melakukan review dan 

menganalisis PKH di Provinsi DKI 

Jakarta, metode penelitian yang 

digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif 

dengan memanfaatkan data sekunder dokumen 

perencanaan dan anggaran serta pendalaman 

melalui desk review dan indepth interview. 

Menurut Sekaran (2014) studi deskriptif adalah 

studi yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti 

dalam suatu situasi.  Metode kualitatif digunakan 

untuk mengkaji hasil penelitian yang sudah 

dilakukan, baik oleh kementerian/lembaga, 

lembaga mitra pembangunan, dinas di daerah, 

dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Hasil 

kajian ini kemudian diperdalam dengan melakukan 

wawancara mendalam dan Focus Group 

Discussion (FGD) bersama stakeholder tersebut. 

Langkah metode kualitatif yang digunakan, yakni:     

a. Desk Study, dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa hasil penelitian 

tentang perlindungan sosial yang sudah 

dilakukan sebelumnya oleh berbagai 

lembaga, baik pemerintah, TNP2K, lembaga 

mitra pembangunan, dan atau lembaga 

swadaya masyarakat lainnya. Metode ini juga 

digunakan untuk menganalisis data-data 

anggaran (APBN/APBD) dan data sekunder 

lainnya. Hasil-hasil penelitian ini kemudian 

direview sebagai bahan dasar analisis 

penelitian ini.  

b. Wawancara Mendalam, dilakukan oleh peneliti 

dengan cara berdialog langsung atau via 

telepon dengan narasumber (subyek penelitian) 

yang terdiri dari penerima manfaat PKH di DKI 

Jakarta, Kementerian terkait, DPR, dan OPD 

DKI. Tujuannya adalah untuk memperdalam 

hasil desk review yang dilakukan dan menggali 

perspektif narasumber atas program 

perlindungan sosial yang berjalan dan akan 

dijalankan ke depan. Indikator keberhasilan 

wawancara: catatan wawancara, rekaman 

proses wawancara, transkripsi wawancara, foto 

proses wawancara, dokumen sekunder yang 

diperlukan (lihat lampiran 2). 

c. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan 

dalam rangka mengembangkan report dengan 

beberapa pakar, guna mendapatkan masukan 

lebih mendalam terkait temuan hasil penelitian. 

Berikut adalah daftar nama nara sumber di 

dalam FGD penelitian ini:  

No Lembaga 

1 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan  

Sosial Kemensos RI 

2 Layanan PKH Kemensos RI 

3. KSP Bidang Sosial dan Kebudayaan 

4. Komisi E DPRD Prov DKI Jakarta  

5. KPK (Stranas PK) 

6. IBC 

7. The Prakarsa 

U 
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3.2 Tahapan Penelitian 

1) Tahap Persiapan: 

Penyusunan Draft Konsep & Instrumen Penelitian. Kegiatan ini rencananya bertempat di Jakarta 

dan diikuti oleh sekitar 15 orang, terdiri dari tim IBP, tim SPRI, dan tim peneliti Seknas FITRA. 

Output kegiatan ini adalah Adanya rumusan Draft Konsep dan Instrumen Penelitian. 

 

2) Tahap Pelaksanaan: 

a. Akses, Entry, dan Verifikasi data APBN/APBD. Tim data melakukan akses dokumen APBN/APBD 

ke Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, BPJS, dan 

melakukan entri data ke form excel yang sudah dirumuskan. Hasil entry dokumen anggaran tersebut 

kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tim Peneliti. Output kegiatan ini adalah adanya data 

APBN/APBD dalam bentuk excel. 

b. Workshop Sintesis, Analisis Data, dan Penulisan Inception Report. Tim Peneliti dan Tim Data 

melakukan tracking seluruh belanja kementerian yang berhubungan dengan program perlindungan 

sosial. Hasil tracking anggaran ini kemudian dibuat grafik atau tabel dan dianalisis dalam bentuk 

tulisan. Output kegiatan ini adalah Inception Report.  

c. Wawancara Mendalam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam hasil 

temuan awal penelitian yang dilakukan melalui review dan analisis (desk studi) dokumen penelitian 

sebelumnya, kebijakan yang ada, dan besaran alokasi anggaran untuk program perlindungan 

sosial. Wawancara dilakukan dengan menemui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, 

Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPJS, DPR RI, dan lainnya.    

d. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dalam rangka mengembangkan report dengan beberapa 

pakar, guna mendapatkan masukan lebih mendalam terkait temuan hasil penelitian. 

e. Peer Review dan Diskusi Penulisan Final Report. Inception Report yang ada juga dimintakan untuk 

direview oleh expert yang ditunjuk dan didiskusikan dengan CSO yang fokus di isu perlindungan 

sosial untuk mendapatkan masukan. Masukan dari Diskusi ini kemudian dijadikan bahan penulisan 

Final Report. Kegiatan ini melibatkan Tim Riset dan Expert yang berasal dari pemerintah dan Civil 

Society Organization (CSO). Output-nya dari penilitian ini adalah Final Report. 

 

3) Tahap Publikasi: 

a. Hasil penelitian yang sudah melalui peer review dan penulisan final akan dikemas dalam bentuk 

Policy Note dan Info Grafis.  

b. Publikasi melalui media massa baik cetak maupun media digital. Ini bertujuan untuk menyuarakan 

hasil penelitian ke publik, adapun sasaran publikasi ini  di antaranya pimpinan daerah lokasi riset, 

kementerian/lembaga terkait, jaringan Civil Society Organization (CSO) Nasional/Daerah, dan 

Media. 
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3.3 Sumber Data  

1) Data Primer. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth 

interview) kepada Kementerian, Lembaga Negara dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terlibat 

dalam penyusunan program dan anggaran perlindungan sosial khususnya PKH.  

2) Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan mengkaji referensi-

referensi hasil riset sebelumnya, akses dokumen perencanaan dan penganggaran negara dan 

daerah (RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD, dan APBN/APBD), kerangka hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan sosial, serta data pendukung lainnya (BPS, Susenas, TNP2K, dan Data 

Sektoral). Berikut data atau dokumen yang akan dianalisis: 

No Jenis Dokumen/Tahun Lembaga/Sumber 

1. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

Bappenas 

2. Nota Keuangan 2017 -2020 Kementerian Keuangan 

4. APBN 2017-2020 Kementerian Keuangan 

5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) /DPA 

Kementerian/Lembaga dan OPD tahun 

2017-2019 

Kementerian Sosial,  

Dinas Sosial 

6. Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD 

terbaru 

Kementerian Sosial, 

Dinas Sosial 

7. Rencana kerja (Renja) Kementerian dan 

Lembaga (K/L) + penjabaran anggaran K/L 

(lampiran 3) terbaru 

Kementerian Sosial 

 

8. Penjabaran APBD DKI Jakarta 2017 -2020 Website Provinsi DKI Jakarta 

9. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi DKI Jakarta 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 

Provinsi DKI Jakarta, 

Dinas Sosial 

11. IKU Kementerian/Lembaga Kemensos dan Dirjen Jaminan Sosial; 

Pusdatin Jaminan Sosial Provinsi DKI 

Jakarta; 

12. Data penerima manfaat Pusdatin Kementerian Sosial; 

Pusdatin Jaminan Sosial Provinsi DKI 

Jakarta  

13. Data program perlindungan sosial di DKI 

Jakarta 

Pusdatin Jaminan Sosial Provinsi DKI 

Jakarta; 
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Langkah-Langkah Budget Tracking dan Analisis: 

Langkah 1 : Penyiapan Dokumen Anggaran 2017-2020, antara lain: 

● Anggaran Kementerian Sosial 

● Anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta  

● Data Sekunder: program TNP2K, RPJMD, hasil monitoring evaluasi dari 

DPRD DKI Jakarta 

Langkah 2 : Tim Data Entry menginput data anggaran ke dalam form yang sudah disediakan 

berdasarkan program dan kegiatan yang masuk kategori perlindungan sosial 

(Lihat format data entri pada lampiran panduan ini); 

Langkah 3 : Melakukan penelusuran program dan kegiatan yang termasuk PKH; 

Langkah 4 : Analisis Tren Anggaran. Menghitung tren nominal dan persentase total anggaran 

program perlindungan sosial/PKH terhadap total Belanja; 

Langkah 5 : Menghitung tren nominal dan persentase Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, 

dan Belanja Modal pada program dan kegiatan perlindungan sosial/PKH lokal; dan 

perbandingannya dengan di DKI Jakarta 

Langkah 6 :  Menghitung tren nominal dan persentase penerima manfaat program dan kegiatan 

perlindungan sosial/PKH lokal; 

Langkah 7 : Menghitung potensi anggaran yang dapat direalokasi. 

Langkah 8 : Menghitung kebutuhan biaya untuk anggaran untuk membiayai bagi warga miskin 

yang belum tercover oleh PKH nasional dan/atau program perlindungan sosial 

lainnya di DKI Jakarta. 

Langkah 9 : Mengukur capaian kinerja anggaran PKH lokal pada masing-masing kementerian 

dan daerah; 

Langkah 10 :  Membuat grafik analisis anggaran program perlindungan sosial; 

Langkah 11 :  Memberi narasi penjelasan pada grafik yang sudah dibuat. 
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3.4 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan FITRA pada 2018-2019 memiliki simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi program-program perlindungan sosial di Indonesia butuh sinergi dan koordinasi yang 

intensif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Sinergi dan koordinasi tersebut 

terutama dilakukan untuk beberapa aspek, yakni sinkronisasi dokumen perencanaan dan 

penganggaran, validasi data penerima manfaat, dan penguatan kelembagaan pelaksana program 

perlindungan sosial;  

2. Pertimbangan yang dilakukan oleh Kementerian maupun dinas di daerah dalam merumuskan 

program perlindungan sosial berbasis pada target penerima manfaat yang responsif gender dan 

inklusif adalah angka kemiskinan, kesenjangan gender, dan kelompok-kelompok yang selama ini 

tereksklusi. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya perluasan cakupan PKH bagi lansia 

dan penyandang disabilitas, penambahan unit cost untuk BOS, PIP dan BOK. Namun demikian, 

penggunaan data terpilah gender berdasarkan jenis kelamin belum cukup kuat menjadi 

pertimbangan karena belum tersedia (Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang);  

3. Tren Belanja Fungsi Perlindungan Sosial di APBN 2016-2018 mengalami peningkatan yang 

signifikan dan tersebar di berbagai kementerian. Peningkatan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial 

ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, yakni 9,28 % atau 25,95 juta 

orang per Maret 2018.  

4. Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Ketenagakerjaan masih sangat 

minim, sehingga belum mampu membuat akselerasi penanggulangan kemiskinan, terutama bila 

terjadi kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam;  

5. Besaran alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, baik di pusat maupun daerah sudah 

memenuhi ketentuan Undang-Undang, namun belum cukup efektif menyasar penerima manfaat 

secara signifikan;  

6. Selain program perlindungan sosial yang generik dari pusat, baik Kabupaten Gunung Kidul, Lombok 

Utara, dan Kota Padang juga mempunyai program-program perlindungan sosial yang inovatif dan 

khas daerah masing- masing, terutama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan 

mengurangi laju kesenjangan laki-laki dan perempuan. 
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BAB IV 

Temuan Dan Hasil Analisis 
 

4.1 Mengukur Komitmen Pengentasan Kemiskinan  

4.1.1 Analisis Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial 

 

engentasan kemiskinan adalah 

upaya yang dilakukan secara 

terencana untuk mengangkat orang 

keluar dari kemiskinan secara permanen baik 

dengan pendekatan ekonomi maupun 

kemanusiaan. Pengentasan kemiskinan 

merupakan Misi kedua dan tujuan keempat dari 

Gubernur DKI Jakarta yaitu “Mendorong 

terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat 

dengan sasarannya berupa terlaksananya 

pengentasan kemiskinan”. Dalam RPJMD DKI 

Jakarta Tahun 2017-2022 setidaknya terdapat 4 

(empat) SKPD/OPD yang menjadi leading sector 

dalam pengentasan kemiskinan yaitu Dinas 

Sosial, Dinas PPAPP (Pemberdayaan, 

Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk), 

Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Adapun 

strategi program yang dilakukan yaitu: 

a. Mengurangi beban pengeluaran bagi 

masyarakat miskin dengan pemberian bantuan 

sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, 

Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Pemberian 

Makanan Tambahan (PMT), subsidi 

transportasi dengan program OK Otrip. 

 
11 Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh 
undang-undang. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% 
dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

b. Meningkatkan produktivitas warga khususnya 

masyarakat miskin dan rentan dengan pendidikan 

vokasi, dan One  Kecamatan  One  Centre  of  

Entrepreneurship (OK OCE) 

Berdasarkan pembahasan di atas, 

komitmen Pemda DKI dalam pengentasan 

kemiskinan sudah tertuang dalam dokumen 

RPJMD, lantas bagaimana kuantitas dan kualitas 

pengentasan kemiskinan berdasarkan komitmen 

anggaran?  

Untuk melihat kuantitas belanja dalam 

pengentasan kemiskinan, penelitian ini akan 

melihat belanja berdasarkan fungsi. Dikarenakan 

fungsi pendidikan dan kesehatan merupakan 

mandatory spending,11 dimana alokasi 

anggarannya sudah ditentukan dan dipatok 

dengan jumlah yang cukup besar maka kita 

melihat anggaran pengentasan kemiskinan di 

fungsi perlindungan sosial terlebih dahulu. 

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang 

diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial.  

 

49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh 
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar 
gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). 

P 
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Pada tahun 2020, Fungsi perlindungan sosial di DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas 

PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk), dan Badan atau pusat layanan 

masyarakat dan sosial.  

Pada Grafik 4.1, alokasi fungsi perlindunan sosial menempati urutan kedua terendah dengan 

anggaran sebesar Rp 2,03 triliun atau 2,5% dari total belanja APBD berdasarkan fungsi. Bahkan alokasi 

fungsi perlindungan sosial dalam empat tahun terakhir (Lihat Grafik 4.2) juga menempati urutan kedua 

terendah, yaitu sejumlah Rp 4,9 triliun atau 1,7% dari total belanja APBD berdasarkan fungsi sepanjang 

tahun 2017-2020. Rendahnya alokasi fungsi perlindungan sosial dikarenakan target dalam RPJMD DKI 

Jakarta Tahun 2017-2022 tidak terlalu besar yaitu hannya Program Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial, 

dan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di dinas PPAPP, sisanya tersebar di Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan program kegiatan penunjang.  

Grafik 4.1 Anggaran Belanja Berdasarkan Fungsi Thn 2020 (dalam Triliun Rp) 

 

Grafik 4.2 Total Belanja Berdasarkan Fungsi Tahun 2017-2020 (dalam Triliun Rp) 
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Meskipun alokasi anggaran fungsi 

perlindungan sosial kecil, berdasarkan grafik 4.2 

terdapat upaya perbaikan atau restrukturisasi 

belanja yang lebih baik, dimana pada tahun 2017 

terdapat anggaran non fungsi yang diperuntukan 

untuk belanja birokrat dengan jumlah yang cukup 

besar yaitu sebesar Rp 28 triliun, sedangkan 

ditahun 2018 sampai dengan tahun 2020 alokasi 

anggaran non fungsi tersebut dihilangkan 

sehingga jumlah melanja langsung lebih banyak. 

Grafik 4.3 Tren Anggaran Fungsi Perlindungan 

Sosial (dalam Miliar Rp) 

 

 

Tabel 4.1 Tren Fungsi Perlindungan Sosial Berdasarkan Organisasi 

Skpd/ Organisasi Tahun 2020 Tahun 2019 

Anggaran % Anggaran % 

Badan Kepegawaian Daerah 2.154.478.200 0,11% 5.014.177.000 0,3% 

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 0 0,00% 200.755.415.000 12,7% 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 
Anak Dan Pengendalian Penduduk 

708.486.123.882 34,94% 264.369.633.439 16,7% 

Dinas Sosial 982.981.438.973 48,48% 738.219.542.351 46,7% 

Panti Sosial  243.907.445.377 12,03% 277.233.011.676 17,5% 

Pusat Data, Pusat Pelayaan Terpadu, 
Sekertariat Keagamaan Dll. 

89.941.357.876 4,44% 95.236.785.784 6,0% 

Jumlah 2.027.470.844.308 100,0% 1.580.828.565.250 100% 

 

Skpd/ Organisasi Tahun 2018 Tahun 2017 

Anggaran % Anggaran % 

Badan Kepegawaian Daerah 0 0,0% 0 0% 

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 210.394.280.000 22,1% 69.299.660.678 20% 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 
Anak Dan Pengendalian Penduduk 

31.908.880.242 3,4% 15.894.926.914 5%  

Dinas Sosial 458.051.867.790 48,2% 86.753.512.756 25% 

Panti Sosial  214.957.995.152 22,6% 163.609.385.813 46% 

Pusat Data, Pusat Pelayaan Terpadu, 
Sekertariat Keagamaan Dll. 

34.809.143.379 3,7% 17.182.562.360 5%  

Jumlah 950.122.166.563 100% 352.740.048.521 100% 
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Jika Grafik 4.3 menunjukan peningkatan 

alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan sosial, 

Tabel 4.1 menunjukan tren alokasi anggaran dan 

persentase belanja yang diterima SKPD/OPD 

terkait. Berdasarkan tabel di atas persentase 

anggaran untuk Dinas Sosial dan Dinas PPAPP 

mengalami peningkatan, hal ini selain dikarenakan 

pada tahun 2020 alokasi anggaran untuk Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dihapus dan 

terjadi penurunan perentase untuk belanja panti 

sosial. Seperti contoh pada tauhn 2017, alokasi 

anggaran untuk panti sosial mencapai 46%, 

sedangkan pada tahun 2020 alokasi untuk panti 

sosial menurun hingga 12%, sehingga terjadi 

peningkatan persentase di Dinas Sosial dan Dinas 

PPAPP pada tauhn 2020.  

Jika dicermati kebijakan anggaran yang 

sifatnya charity cenderung besar pada saat 

masa pergantiam kepala daerah, hal ini tentu 

bisa menjadi perhatian tersendiri. Selanjutnya 

melihat kualitas belanja pada fungsi pendidikan, 

fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial 

berdasarkan kelompok belanja (langsung dan 

tidak langsung).12 Pada fungsi pendidikan tahun 

2020 alokasi belanja tidak langsung (indirect 

expenditure) mencapai Rp. 14 triliun atau 64% dari 

total belanja fungsi pendidikan.  

 

 
12 Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang 
dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. 
Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 
Sedangkan Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja 

 

Belanja tidak langsung (indirect 

expenditure) di fungsi pendidikan digunakan untuk 

belanja bantuan sosial seperti beasiswa bagi 

siswa miskin sebesar Rp 4,1 triliun atau 28% dari 

total BTL, belanja hibah sebesar Rp 1,9 triliun atau 

13% dari total BTL, dan belanja pegawai sebesar 

Rp 8,6 triliun atrau 59% dari total BTL dimana 

salah satu rincian dari belanja pegawai adalah 

untuk biaya transport pejabat sebesar Rp 16,6 

miliar. 

Grafik 4.4 Tren Fungsi Pendidikan 

Berdasarkan Kelompok Belanja (dalam miliar Rp) 

 

Sedangkan alokasi belanja tidak langsung (indirect 

expenditure) pada fungsi kesehatan tahun 2020 

mencapai Rp 1,9 triliun atau 19%, hal ini 

dimenunjukan bahawa belanja di fungsi kesehatan 

dominan dibelanjakan untuk kebutuhan belanja 

langsung / yang bersentuhan dengan program 

salah-satunya adalah alokasi untuk Belanja Premi 

Asuransi sebesar Rp 2,2 triliun.  

daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan 
apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi 
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak 
terduga. 
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Hal ini bisa dibilang kualitas belanja program di 

fungsi kesehatan cukup baik. Jika didetailkan 

alokasi belanja tidak langsung di fungsi kesehatan 

digunakan hannya untuk belanja hibah sebesar Rp 

20 miliar atau 1% dari total BTL dan belanja 

pegawai sebesar Rp 1,9 triliun atau 99% dari total 

BTL. Salah satu rincian dalam belanja pewawi 

BTL adalah untuk biaya transport pejabat 

sebesar Rp 18,9 miliar (TA 2020). 

Grafik 4.5 Tren Fungsi Kesehatan Berdasarkan 

Kelompok Belanja (dalam miliar Rp) 

 

Terakhir alokasi belanja tidak langsung (indirect 

expenditure) pada fungsi perlindungan sosial. 

Pada tahun 2020 alokasi belanja tidak langsung 

fungsi perlindungan sosial mencapai Rp 1,1 triliun 

atau 55%, hal ini dimenunjukan bahawa antara 

belanja langsung (direct expenditure) dan belanja 

tidak langsung (indirect expenditure) memiliki porsi 

yang hampir sama. 

Grafik 4.6 Tren Fungsi Perlindungan Sosial -

Kelompok Belanja (dalam miliar Rp) 

 

Porsi alokasi BTL terbesar pada fungsi 

perlindungan sosial untuk belanja bantuan sosial 

sebesar Rp 637 miliar atau 31,4% dari total BTL, 

belanja hibah sebesar Rp 4,4 miliar atau 02% dari 

total BTL, dan terakhir belanja pegawai sebesar 

Rp 467,9 miliar atau 23% dari total BTL. 

Dikarenakan alokasi anggaran fungsi 

perlindungan sosial lebih kecil dibandingkan 

alokasi fungsi lainnya, Pemda DKI harus cermat 

dalam menentukan alokasi belanja, jika tidak 

ruang fisikal di fungsi perlindungan sosial akan 

semakin terbatas. Jika didetailkan salah satu 

rincian dalam belanja pewawi BTL adalah 

untuk biaya transport pejabat sebesar Rp 16,6 

miliar. 
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4.1.2 Pembagian Kewenangan dan Persoalan Pendataan pada Program Perlindungan 

Sosial (PKH) 

Di Jakarta pembagian kewenangan Pusat 

dan daerah dalam perlindungan sosial  diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 

(pasal 11). Pembagian urusan pemerintah (pusat, 

provinsi dan kabupaten/kota) dimana urusan 

pendidikan, kesehatan dan sosial merupakan tiga 

di antara urusan wajib pelayanan dasar yang 

harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat 

dan daerah.13 Tiga urusan wajib di atas dalam 

konteks DKI Jakarta, dalam rangka menjamin 

terpenuhinya hak masyarakat, terutama dari 

kelompok miskin. Kartu Jakarta Pintar (Plus) dan 

KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) di 

Dinas Pendidikan; Kartu Jakarta Sehat; dan Kartu 

Lansia, Kartu Disabilitas dan Kartu Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar (KSD) Anak di Dinas Sosial 

adalah bentuk kebijakan Pemprov DKI Jakarta 

yang dalam penelitian ini disebut sebagai bagian 

dari Perlindungan Sosial (Perlinsos).  

 

Tabel 4.2 Urusan Pemerintah Konkuren Kewenangan Daerah  

Urusan Pemerintah Wajib 
Pelayanan Dasar 

Urusan Pemerintah Wajib 
Pelayanan Non-Dasar 

Urusan Pemerintah Pilihan 

▪ Pendidikan 
▪ Kesehatan 
▪ Pekerjaan Umum 

dan Penataan 
Ruang 

▪ Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman 

▪ Ketentraman, 
Ketertiban Umum, 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

▪ Sosial 

▪ Tenaga Kerja 
▪ Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 
▪ Pangan 
▪ Pertahanan 
▪ Lingkungan Hidup 
▪ Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 
▪ Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 
▪ Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 
▪ Perhubungan 
▪ Komunikasi dan Informatika 
▪ Koprasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 
▪ Penanaman Modal 
▪ Kepemudaan dan Olahraga 
▪ Statistik 
▪ Persandian 
▪ Kebudayaan 
▪ Perpustakaan 
▪ Kearsipan 

▪ Kelautan dan Perikanan 
▪ Parawisata 
▪ Pertanian 
▪ Kehutanan 
▪ Energi dan Sumber Daya 

Mineral 
▪ Perdagangan 
▪ Perindustrian 
▪ Transmigrasi 

Sumber: Renstra Dinas Sosial DKI Jakarta, 2019 

 
13 PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan atara 

Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
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Berdasarkan UU Jakarta. 13 tahun 2014  pasal 11, 12 memandatkan bahwa urusan pemerintah yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar  meliputi pendidikan, kesehatan dan sosial merupakan kewenangan wajib 

bagi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan 

anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembagian tanggung jawab Pusat dan daerah 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Jakarta. 11 Tahun 2009 sebagaimana terdapat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Pembagian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah 

Tanggung Jawab Pusat Provinsi Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Menteri Sosial Gubernur Walikota/Bupati 

Ruang Lingkup 1. merumuskan 
kebijakan dan 
program 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

2. menyediakan akses 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial; 

3. memberikan 
bantuan sosial 
sebagai stimulan 
kepada masyarakat 
yang 
menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial. 

1. mengalokasikan 
anggaran untuk 
penyelenggaraan 

    kesejahteraan sosial 
dalam anggaran 
pendapatan 

    dan belanja daerah; 
c. melaksanakan 

penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial 

    lintas kabupaten/kota, 
termasuk 
dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan; 

3. memberikan bantuan 
sosial sebagai 
stimulan kepada 
masyarakat yang 
menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial. 

1.  mengalokasikan 
anggaran untuk 
penyelenggaraan 

     kesejahteraan sosial 
dalam anggaran 
pendapatan dan 
belanja daerah; 

2.  melaksanakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial di 
wilayahnya/bersifat 
lokal, termasuk tugas 
pembantuan; 

3.  memberikan bantuan 
sosial sebagai stimulan 
kepada masyarakat 
yang 
menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial. 

 

Sejak tahun 2007 yang bernama Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan SPDKP, kemudian 

pada tahun 2009-2012 bernama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS),  2013-2018 berganti 

menjadi Basis Data Terpadu (BDT), hingga saat ini DTKS, proses data terpadu dinyatakan belum pernah 

selesai dan akan selalu mengalami ketidaksinkronan.  
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Bila merujuk pada Permensos Nomor 28 Tahun 

2017 (Pedoman Umum Pemutakhiran Data) dan 

Permensos Nomor 5 Tahun 2019, maka 

mekanisme pemutakhiran data keluarga 

penerima manfaat dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a.      Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemda 

kab/kota paling sedikit setahun sekali melalui 

sistem aplikasi Kemensos, yaitu Sistem Informasi 

Kesos Next Generation (SIKS-NG). Saat ini 

Pemda kab/kota diberikan login ke SIKS-NG 

untuk dapat mengunduh data serta mengirimkan 

data hasil pemutakhiran. 

b.     Pada saat Pemda melakukan pemutakhiran 

data, sebelum kunjungan ke rumah tangga miskin 

yang telah terdata pada DTKS periode 

sebelumnya, pada masing-masing 

desa/kelurahan diadakan musyawarah 

desa/kelurahan (Musdes/Muskel). Pada 

Musdes/Muskel ini dapat diusulkan rumah tangga 

miskin baru apabila belum tercatat pada DTKS. 

Masyarakat miskin pun dapat secara aktif 

melaporkan diri ke desa/kelurahan untuk didata 

dan disampaikan pada pelaksanaan 

Musdes/Muskel ini. 

c.     Setelah melaksanakan Musdes/Muskel 

terbentuklah prelist rumah tangga miskin hasil 

Musdes/Muskel yang akan dikunjungi untuk 

pemutakhiran data. 

d.    Setelah kunjungan dilakukan, maka dinsos 

kab/kota mengirimkan hasil pemutakhiran data 

tersebut ke Kemensos melalui aplikasi SIKS-NG 

 

Saat ini SK Mensos terkait DTKS diterbitkan 

4 kali setahun yaitu pada bulan Jakarta, April, Juli 

dan Oktober. DTKS yang telah diterbitkan inilah 

yang menjadi dasar target program bantuan 

sosial dan pemberdayaan (sesuai dengan 

ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin). 

Perbaikan kualitas data telah dilakukan 

oleh Kemensos bekerja sama dengan pemda 

kab/kota sejak tahun 2018. Dari hasil pemadanan 

DTKS dengan data Dukcapil oleh tim Stranas 

KPK, Kemensos dan Dirjen Dukcapil pada 

pertengahan tahun 2019 ditemukan sekitar 22 

juta orang di DTKS (NIK) tidak padan dengan data 

Dukcapil. Pada awal tahun 2020, jumlah tersebut 

berkurang menjadi 18 jutaan orang. Perbaikan 

data ini masih terus dilakukan, dan diharapkan 

pada akhir tahun ini seluruh orang Jakarta tercatat 

pada DTKS memiliki NIK yang valid. Selain 

melakukan perbaikan NIK, dinas sosial juga 

melakukan penonaktifan penerima manfaat yang 

pindah, meninggal, ganda dan dapat mengganti 

penerima manfaat yang sudah mampu dengan 

usulan penerima manfaat baru yang lebih layak 

mendapatkan bantuan. Hasil wawancara FITRA 

bersama Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial tentang 

perbaikan pemutakhiran data, sempat terjadi 

ketidaksinkronan data ketika dilakukan 

pemadanan NIK DTKS dengan Data Dukcapil 

serta melakukan verifikasi dan validasi data 

secara periodik.
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Tabel 4.4 Pembagian Peran Antar Tingkat Pemerintahan dalam Pengelolaan Data dan Perluasan 

Cakupan Penerima Manfaat 

Sub Bidang Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pengelolaan 

Data Fakir 

Miskin  

Pengelolaan data 

fakir miskin nasional  

Pengelolaan data fakir 

miskin tingkat provinsi 

Pendataan dan pengelolaan data 

fakir miskin tingkat kabupaten/kota 

Perluasan 

Cakupan 

Perlindungan 

Sosial 

Penerapan 

kebijakan perluasan 

cakupan dan 

pengembangan 

inovasi dalam 

pelaksanaannya 

a. Pengembangan 

inovasi perluasan 

cakupan; 

b. Integrasi pemberian 

bantuan subsidi 

jaminan sosial di 

tingkat daerah  

a. Pengembangan inovasi 

perluasan cakupan di tingkat 

kabupaten/kota; 

b. Integrasi dan sinergi penerima 

bantuan jaminan sosial di tingkat 

daerah  

Sumber: Bappenas 2018, diolah oleh FITRA  

 

Permasalahan yang sering muncul dalam 

melakukan sinergi dan koordinasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

implementasi program perlindungan sosial adalah 

soal data. Berdasar wawancara dengan Kementerian 

Sosial pada tahun 2018, permasalahan yang sering 

muncul dalam melakukan sinergi dan koordinasi 

dengan Pemerintah Daerah adalah ketidak-

tersediaannya data penerima manfaat by name by 

address di daerah dan inclusion atau exclusion error 

pendataan dan pemutakhiran data, sehingga tidak 

sesuai dengan kondisi riil. Berdasarkan Pergub 

Jakarta. 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data 

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada  pasal 

5 ayat (2) mengamanahkan pemutakhiran data 

dilakukan setahun minimal 2 kali. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan hasil wawancara dengan DPRD DKI 

Jakarta, dimana data yang digunakan oleh 

 
14 https://bisnis.tempo.co/read/1282593/mensos-mengakui-
penyaluran-pkh-masih-bermasalah di akses pada Juni 2020 

Pemerintah DKI Jakarta tidak update sehingga DPRD 

DKI Jakarta menawarkan untuk membentuk pansus 

data untuk memperbarui data secara berkala. Apabila 

pemprov DKI Jakarta melakukan pemutahiran data 

minimal 2 kali setahun sesuai dengan amanah dari 

Pergub, idelanya meminimalisir terjadinya inclution 

error data (yakni keluarga yang seharusnya tidak 

berhak mendapatkan PKH karena tidak memenuhi 

kriteria miskin tetapi justru terdaftar menjadi penerima 

PKH.). Dalam wawancara di media Menteri Sosial 

Juliari Batubara mengakui masih ada sejumlah 

masalah dalam penyaluran anggaran untuk Program 

Keluarga Harapan, salah satunya akibat  masalah 

improvement database.14 Menteri Keuangan Sri 

Mulyani juga berpendapat bahwa masalah 

bansos/PKH bukan karena anggaran kurang tetapi 

lebih ke focusing target dan masalah data yang belum 

baik.15

15https://money.kompas.com/read/2020/05/08/193137526
/sri-mulyani-soal-bansos-masalahnya-bukan-di-anggaran di 
akses pada Juni 2020 

https://bisnis.tempo.co/read/1282593/mensos-mengakui-penyaluran-pkh-masih-bermasalah
https://bisnis.tempo.co/read/1282593/mensos-mengakui-penyaluran-pkh-masih-bermasalah
https://money.kompas.com/read/2020/05/08/193137526/sri-mulyani-soal-bansos-masalahnya-bukan-di-anggaran
https://money.kompas.com/read/2020/05/08/193137526/sri-mulyani-soal-bansos-masalahnya-bukan-di-anggaran
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Berdasarkan rilis SPRI pada 2018, TNP2K 

membuat Basis Data Terpadu (BDT) untuk 

mendukung pengentasan kemiskinan. BDT adalah 

sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

perencanaan program dan mengidentifikasi nama & 

alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah 

tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada 

kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh 

pelaksana Program. Basis Data Terpadu (BDT)  berisi 

informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 

40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status 

kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk 

dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah 

sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta 

individu. Rumah tangga yang ada dalam BDT ini 

dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. 

Selain digunakan untuk melakukan analisis 

atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan 

kemiskinan baik oleh pemeritah pusat atau daerah, 

data ini ini juga digunakan untuk menetapkan sasaran 

penerima manfaat program-program perlindungan 

sosial. Ketika instansi pelaksana program 

penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial 

telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka 

BDT dapat menyediakan data nama dan alamat 

individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi 

pemerintahan yang mengelola program perlindungan 

sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 BDT telah 

menyediakan nama dan alamat penerima manfaat 

dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa 

Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun 

program-program lain yang dikelola Pemerintah 

Daerah. Walau terdengar sangat menjanjikan karena 

dianggap mampu menjawab permaslahan tentang 

distribusi bantuan yang efektif karena keberadaan 

data yang teruji, BDT tidak berarti bebas dari 

permasalahan. Salah satu masalah yang sering 

terjadi terkait pada bagaimana metode penyasaran 

bantuan sebagaimana yang ditetapkan BDT dapat 

dilakukan secara baik. 

Selain itu adanya tumpang tindih kewenangan 

dinas dalam melakukan pendataan juga terjadi. Di 

dalam pasal 7 Pergub Jakarta. 17 tahun 2019 

menjelaskan bahwa kewenangan melakukan 

pendataan merupakan kewajiban dari Pusdatin 

Jamsos. Hasil wawancara FITRA dengan anggota 

DPRD DKI Jakarta memberikan fakta berbeda, yaitu 

Diskominfo juga melakukan pendataan untuk 

sementara. Secara lebih spesifik, masalah inclution 

error data penerima PKH di provinsi DKI Jakarta –

sebagaimana temuan lapangan SPRI, terjadi dalam 

tiga tahapan, yakni:  

▪ tahapan verifikasi yang tidak akurat,  

▪ saat proses pemeringkatan keluarga calon 

penerima yang tidak transparan, dan  

▪ belum efektifnya saluran pengaduan yang 

disediakan. 

 

 

 

 



 
 

30 
 
 

 

4.2 Mengukur Kapasitas Fiskal untuk Pembiayaan PKH Lokal 

4.2.1 Potensi dan Realokasi Anggaran untuk PKH DKI Jakarta 

Berdasarkan pembahasan di BAB II, alokasi PKH dari nasional untuk DKI Jakarta hannya bisa meng-

cover 65.368 M kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi sebesar Rop 17,5 miliar (tahun 

2018), hal ini dirasa masih belum sesuai dengan kebutuhan riil. Berdasarkan survei  SPRI di 6 kota 94 

kelurahan di DKI Jakarta pada periode 16 April-15 Mei 2020, masih terdapat 2.892 Kepala Keluarga (KK) di 

DKI Jakarta yang belum mendapatkan bantuan PKH, pedahal kondisi mereka sangat layang untuk 

mendaptkan bantuan tersebut.16 Hal tersebut kemudian membuat perlunya mencari alternatif alokasi untuk 

meng-cover KPM yang tidak mendapatkan bantuan dari PKH nasional. Salah satu solusi yang bisa di lakukan 

DKI Jakarta adalah melakukan alokasi anggaran dari APBD. Hal ini sangat memungkinkan pertama dari 

sisi regulasi tertera pada UU Nomor 11 Tahun 2009 yang memperkenan Pemerintah Daerah 

mengalokasikan anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD, atau secara umum diatur 

juga melalui PP No. 38 tahun 2007 bidang sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang terkategori ke 

dalam pelayanan dasar dan kedua dikarenakan ruang fisikal DKI jakarta yang sangat tinggi. 

Grafik 4.7 Tren Ruang Fisikal DKI Jakarta 

 

Sumber:APBD Provinsi DKI Jakarta diolah oleh FITRA 
 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.Ol/2019, tentang Peta Kapasitas Fiskal 

Daerah (KFD),17 DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan KFD sangat tinggi yaitu (11,47). 

Besarnya KFD DKI Jakarta memungkinkan Pemda untuk membuat program inovasi daerah. Bahkan 

keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran diluar mandatory spanding DKI mencapai 57,5 triliun pada 

tahun 2020.  

 
16 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626183306-532-517989/2892-kepala-keluarga-di-dki-jakarta-belum-dapat-pkh 
di akses pada Juni 2020 
17 Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah 
dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.  

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200626183306-532-517989/2892-kepala-keluarga-di-dki-jakarta-belum-dapat-pkh
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Rumus Penghitung Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi: 

KFD Provinsi-i = pendapatan [pendapatan yang Keterangan Penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu] 

KFD Provinsi-i 

Pendapatan 

: Kapasitas Fiskal Daerah suatu Provinsi  

: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 

Pendapatan yang 

penggunaannya 

sudah ditentukan 

 

 

Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik  

: Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Tembakai, Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Dan Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

: Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Dana Tambahan 

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Belanja Tertentu : Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Untuk Daerah Otonom Baru 

Dan Belanja Bagi Hasil 

 

 

Perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Provinsi: 

IKFD Provinsi-i = KFDprovinsi-I / ((∑ KFD provinsi)/n) 

Keterangan: 

IKFD Provinsi-i Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu Provinsi 

KFD Provinsi-i 

∑KFD Provinsi-Total 

Kapasitas Fiskal Daerah suatu Provinsi 

Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi 

n 34 provinsi 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 
 

 

 

Dengan kemampuan keuangan yang 

tinggi, memungkinkan DKI Jakarta untuk membuat 

agenda perlindungan sosial. Perlindungan sosial 

untuk DKI adalah untuk memperluasan penerima 

manfaat KJP Plus, KJMU, KLJ, KPDJ dan KSD 

Anak dan melakukan integrasi dalam kemasan 

PKH Lokal atau dengan sebutan lain.  Potensi 

refocusing anggaran Provinsi DKI Jakarta bisa 

mencapai Rp. 23,9 triliun, bila dilakukan refocusing 

sesuai keputusan bersama di atas. Anggaran ini 

didapat dari rasionalisasi BL (Belanja Langsung) 

sebesar Rp. 21,5 triliun “dengan formula 

mengurangi anggaran BBJ (Belanja Barang dan 

Jasa) dan BM (belanja Modal) sebesar 50% dan 

BP (Belanja pegawai) sebesar 20%. Rasionalisai 

BTL sebesar Rp. 2,4 triliun “dengan formula 

mengurangi anggaran Tambahan Penghasilan 

ASN 25 % atau Rp. 2,2 triliun dan penghapusan 

Tunjangan Transportasi Pejabat sebesar dari April 

– Desember 2020 (Rp. 172,9 miliar). Sehingga 

potensi refocusing anggaran DKI sebesar Rp, 23,9 

triliun. Dengan potensi anggaran sebesar Rp.23,9 

triliun di atas, diasumsikan 5 % atau sebesar Rp. 

1,2 triliun digunakan untuk biaya operasional, 

maka Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran 

sebesar Rp. 22,7 triliun.

  

Tabel 4.5 Belanja Objek dan Rincian Kegiatan 

Ket. Objek dan Rincian Kegiatan 201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

A Belanja Perjalanan Dinas 119 272 351 297 

  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90 155 224 180 

  - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29 117 127 117 

B Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota/ Biaya Perjalanan 
Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta) 

8 6 3 0 

  - Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota 8 6 3 0 

C Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) 307 230 227 231 

  - Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) 307 230 227 231 

D Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
KDH/WKDH 

0 115 117 0 

  - Tunjangan Transportasi 0 26 26 0 

  TOTAL 435 623 698 528 
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Selanjutnya untuk melakukan realokasi di fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan 

sosial, maka harus dilihat kedalam rincian kegiatan sebagai berikut; 

Tabel 4.6 Belanja Program Fungsi Pendidikan 2020 

Nama Program Anggaran % 

Non-Program/ Belanja Tidak Langsung 8.664.657.425.000 37,8% 

Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan 34.987.969.111 0,2% 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 199.235.696.094 0,9% 

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 15.361.661.361 0,1% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah 
raga 

226.554.378 0,0% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan 952.039.751 0,0% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan 1.233.575.025 0,0% 

Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 970.671.422.810 4,2% 

Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan 2.164.985.458.914 9,4% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah 
raga 

135.939.988.616 0,6% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan 78.805.247.042 0,3% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan 23.414.844.142 0,1% 

Peningkatan Mutu Pendidikan 118.461.974.249 0,5% 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.308.049.493.364 10,1% 

Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka 31.720.994.588 0,1% 

Program Wajib Belajar 12 Tahun 8.178.401.643.380 35,7% 

Total 22.927.105.987.825 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 Fungsi Pendidik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda 

Dan Olah Raga, dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan total anggaran belanja mencapai Rp 22,9. 

Didalam belanja fungsi pendidikan, terdapat alokasi sebesar Rp 420 miliar yang digunakan untuk kebutuhan 

oprasional dan kebutuhan kantor yang memungkinkan di realokasi. Selain itu di dalam sub-kegiatan terdapat 

juga anggaran sebesar Rp 615,8 miliar untuk Belanja Commitment Fee, Uang untuk diberikan kepada 

Masyarakat, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Hadiah 

Lomba/Penghargaan/Sourvenir, dan Belanja Pakaian Kerja Lapangan.   
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Tabel 4.7 Belanja Program Fungsi Kesehatan 2020 

Nama Program Anggaran % 

Non-Program/ Belanja Tidak Langsung 1.965.725.851.000 19% 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 2.379.030.950.000 23,1% 

Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 4.397.641.500 0,0% 

Pembinaan Upaya Kesehatan 14.034.169.200 0,1% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan 3.898.876.228 0,0% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana 

2.494.368.186 0,0% 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan 84.347.534.340 0,8% 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.559.956.696.522 15,2% 

Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan 
Perorangan 

2.970.875.603.377 28,9% 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga 14.592.532.949 0,1% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan 403.139.809.500 3,9% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana 

24.937.793.650 0,2% 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan 1.164.912.288 0,0% 

Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan 865.385.136.366 8,4% 

Total 10.293.981.875.106 100% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 Fungsi kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Laboratorium Kesehatan 

Daerah, Rumah Sakit Umum daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pelayanan Ambulans Gawat 

Darurat sebesar Rp 10,2 triliun. Di dalam belanja fungsi kesehatan terdapat alokasi sebesar Rp 434 miliar 

yang digunakan untuk kebutuhan oprasional dan kebutuhan kantor. Selain itu berdasarkan sub-kegiatan 

terdapat anggaran sebesar Rp 165 miliar untuk Belanja Modal BLUD, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 

Belanja Modal Pengadaan Speed Boat (5,4 miliar), Belanja Cetak, dan Belanja Modal Pengadaan Printer. 

Tabel 4.8 Belanja Program Fungsi Perlindungan Sosial 2020 

Nama Program Anggaran % 

Non-Program/ Belanja Tidak Langsung 467.993.631.000 23,1% 

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1.735.606.070 0,1% 

Pemberdayaan Masyarakat 482.553.935.353 23,8% 

Pemberdayaan Sosial 8.181.550.688 0,4% 

Penanganan Fakir Miskin 692.966.657.413 34,2% 

Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial 3.939.813.854 0,2% 

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial 63.960.514.045 3,2% 

Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial 29.338.904.696 1,4% 

Perlindungan Perempuan dan Anak 19.737.201.960 1,0% 

Perlindungan Sosial 25.946.258.451 1,3% 

Rehabilitasi Sosial 231.116.770.778 11,4% 

Total 2.027.470.844.308 100% 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.8 Fungsi perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Kepegawaian 

Daerah, Panti Sosial, Pusat data, Pusat pelayaan terpadu, dan Sekertariat Keagamaan sebesar Rp 2 Triliun. 

Dalam kegiatan di fungsi perlindungan sosial terdapat belanja yang digunakan untuk kebutuhan oprasional 

dan kebutuhan kantor sebesar Rp 67 miliar. 

4.2.2 Proyeksi dan Skema Kebutuhan Anggaran PKH DKI Jakarta 

 Merujuk data SPRI, terdapat 17 ribu rumah tangga miskin belum mendapatkan perlindungan sosial, 

baik PKH maupun perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh DKI Jakarta. Dengan asumsi: 

 

Pertama, bantuan reguler dengan penerima manfaat rumah tangga miskin. Pada Maret 2020 berdasarkan 

rilis BPS DKI Jakarta pada Juli 2020 penduduk miskin DKI sebanyak 480,86 ribu jiwa dengan rerata anggota 

keluarga pada rumah tangga miskin sebanyak 4,89 jiwa, sehingga terhitung sebanyak 98,3 ribu rumah tangga 

miskin. Dalam skema ini, terdapat dua pilihan unit cost, yaitu: 

 

1). Berdasarkan Garis Kemiskinan Rumah Tangga (Makanan), 

SKENARIO 1: mengacu pada Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan (Makanan) DKI Jakarta 

Maret 2020 

 

KPM PKH (Reguler Rp. 550.000/12 + BPNT Sembako Rp. 150.000)  195,833  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH) 2,083,670  Rupiah 

KPM BPNT Sembako 150,000  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) 2,129,503  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM PKH Nasional) Per Bulan 106,409,526,828  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) Per Bulan  -    Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal Murni 70,587,947,332  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Bulan 176,997,474,160  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Tahun 2,123,969,689,920  Rupiah 
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2) Kebutuhan Hidup Layak (komponen makanan dan minuman) per kapita dikalikan rerata jumlah anggota 

keluarga rumah tangga miskin. Berikut adalah tabel perhitungan skema anggarannya: 

SKENARIO 2: mengacu pada Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta Maret 2020 dan nilai Kebutuhan 

Hidup Layak 2020 (Komponen Makanan) 

KPM PKH (Reguler Rp. 550.000/12 + BPNT Sembako Rp. 150.000)  195,833  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH)  5,474,967  Rupiah 

KPM BPNT Sembako  150,000  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako)  5,520,800  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM PKH Nasional) Per Bulan  334,877,824,661  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) Per Bulan  -    Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal Murni  175,604,137,947  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Bulan   510,481,962,608  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Tahun  6,125,783,551,296  Rupiah 

 

SKENARIO 3: mengacu pada Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan (Makanan) DKI Jakarta 

Maret 2020  untuk Dua Orang Dewasa + 3 orang 

- Formula Dua Orang Dewasa (100% KHL Makanan) 932,312  Rupiah 

- Formula Tiga Orang Anak (50% KHL Makanan) 699,234  Rupiah 

KPM PKH (Reguler Rp. 550.000/12 + BPNT Sembako Rp. 150.000) 195,833  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH) 1,435,713  Rupiah 

KPM BPNT Sembako 150,000  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) 1,481,546  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM PKH Nasional) Per Bulan 96,722,549,097  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) Per Bulan -    Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal Murni 50,523,070,688  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Bulan 147,245,619,785  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Tahun 1,766,947,437,415  Rupiah 

 

SKENARIO 4: mengacu pada Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta Maret 2020 dan nilai Kebutuhan 

Hidup Layak 2020 (Komponen Makanan) untuk Dua Orang Dewasa + 3 orang Anak  

- Formula Dua Orang Dewasa (100% KHL Makanan)   2,319,346 Rupiah 

- Formula Tiga Orang Anak (50% KHL Makanan)   1,739,509  Rupiah 

KPM PKH (Reguler Rp. 550.000/12 + BPNT Sembako Rp. 150.000)   195,833  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH)   3,863,022  Rupiah 

KPM BPNT Sembako   150,000  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako)   3,908,855  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM PKH Nasional) Per Bulan   260,247,915,644  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) Per Bulan   -    Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal Murni   125,688,033,295  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Bulan   385,935,948,940  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Tahun   4,631,231,387,275  Rupiah 
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SKENARIO 5: mengacu pada Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta Maret 2020 dan nilai Kebutuhan 

Hidup Layak 2020 (Komponen Makanan) usulan TURC  

KPM PKH (Reguler Rp. 550.000 + BPNT Sembako Rp. 150.000)    195,833  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH) x 20%    1,195,774  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM PKH) x 25%    1,253,758  Rupiah 

KPM BPNT Sembako    150,000  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) x 20%    1,241,607  Rupiah 

- Nominal PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) x 25%    1,299,591  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM PKH Nasional) Per Bulan    80,558,122,859  Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal (KPM BPNT Sembako) Per Bulan    -    Rupiah 

Kebutuhan Anggaran PKH Lokal Murni    43,093,039,987  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Bulan    123,651,162,846  Rupiah 

Total Kebutuhan Anggaran Perlinsos Per Tahun    1,483,813,954,150  Rupiah 

 

Kedua, bantuan reguler dengan penerima manfaat DTKS PBDT 2015 Desil 1 sampai Desil 4. Pada Desil 1 

terdapat 58 ribu KK, Desil 2 terdapat 80,6 ribu KK, Desil 3 terdapat 109,6 KK, dan pada Desil 4 terdapat 62 

ribu KK. Dalam skema ini, menggunakan dua pilihan unit cost, yaitu: 

1). Berdasarkan Garis Kemiskinan Rumah Tangga (Makanan), dan 

2). Kebutuhan Hidup Layak (komponen makanan dan minuman) per kapita dikalikan rerata jumlah anggota 

keluarga rumah tangga miskin.  

Berikut adalah tabel perhitungan skema anggarannya:  

SKENARIO 6: Mengacu pada DTKS dan Garis Kemiskinan (Makanan) DKI Jakarta Maret 2020 (dalam 

Juta Rupiah)  

 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan 

Rp. 91,753.3 Rp. 171,797.6 Rp. 233,419.1 Rp.132,142 Rp.629,112.1 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun 

Rp.1,101,039.8 Rp. 2,061,028.8 Rp. 2,801,028.8 1,585,704.5 7,549,344.8 

 

SKENARIO 7: Mengacu pada DTKS dan Nilai KebutuhanHidup Layak 2020  (dalam Juta Rupiah)  

 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan 

Rp. 288,753.8 Rp. 445,390.6 Rp. 605,145.9 Rp. 351,890.1 Rp. 1,691,180.3 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun 

Rp. 3,465,045.3 Rp.5,344,686.5 Rp. 7,261,751.1 Rp. 4,222,681.8 Rp. 20,294,164.7 
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SKENARIO 8: Mengacu pada DTKS dan Garis Kemiskinan (Makanan) DKI Jakarta Maret 2020  

(dalam Juta Rupiah)  

 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan 

Rp.54,113.5 Rp.119,523.7 Rp.162,395.2 Rp.91,934.4 Rp. 427,966.8 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun 

Rp. 649,362.1 Rp. 1,434,284.7 Rp. 1,948,742.6 Rp. 1,103,212.5 Rp. 5,135,601.9 

 

SKENARIO 9: Mengacu pada DTKS dan Nilai Kebutuhan Hidup Layak 2020 (Komponen Makanan) 

untuk Dua Orang Dewasa + 3 Orang Anak  (dalam Juta Rupiah)  

 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan 

Rp. 195,115.9 Rp. 315,346.9 Rp. 428,457.4 Rp. 251,864.1 Rp. 1,190,784.2 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun 

Rp. 2,341,390.5 Rp. 3,784,162.3 Rp. 5,141,488.7 Rp. 3,022,369.4 Rp. 14,289,410.9 

 

 

SKENARIO 10: Mengacu pada DTKS dan Nilai Kebutuhan Hidup Layak 2020 (Komponen Makanan) 

Usulan TURC  (dalam Juta Rupiah)  

 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan (20%) 

Rp. 40,175.5 Rp.100,166.7 Rp.136,095.1 Rp.86,353.4 Rp.362,790.6 

Kebutuhan 
Anggaran 
Perlindungan 
Sosial per Desil 
per Bulan (25%) 

Rp. 43,543.7 Rp.104,450.8 Rp.142,450.8 Rp.89,951.5 Rp. 380,790.5 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun (20%) 

Rp. 482,105.7 Rp. 1,202,000.1 Rp. 1,633,140.8 Rp. 1,036,240.9 Rp. 4,353,487.5 

Kebutuhan 
Anggaran Per 
Tahun (25%) 

Rp. 522,524.9 Rp. 1,258,134 Rp. 1,709,409.2 Rp. 1,079,417.6 Rp. 4,569,485.8 
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BAB V 

Kesimpulan Dan Rekomendasi 
 

5.1 Kesimpulan  

Menggagas PKH Lokal atau dengan 

sebutan lain adalah suatu pendekatan kebijakan 

untuk memastikan kehadiran negara 

sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. 

Program perlindungan sosial pada level nasional, 

termasuk PKH di dalam, belum mampu meng-

cover atau menjamin kehidupan seluruh rakyat 

miskin. Disisi lain, Indonesia dalam konteks 

ketatanegaraan telah membagi kewenangan 

pusat dan daerah atau yang dikenal dengan 

sebutan desentralisasi dan dekonsentrasi. UU 

tentang Pemerintahan Daerah dan aturan 

turunnya meniscayakan urusan pendidikan, 

kesehatan, sosial menjadi kewajiban pelayanan 

dasar pemerintah daerah. 

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal 

sebegai berikut : 

1. Merujuk pada data dan penelitian terdahulu, 

masih terdapat Keluarga Miskin di Provinsi DKI 

Jakarta (17 ribu KM) yang belum mendapatkan 

perlindungan sosial baik itu jaminan 

pendidikan, jaminan kesehatan dan 

perlindungan sosial; 

2. Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal 

yang memadai untuk dialokasikan atau 

melaksanakan perlindungan sosial 

sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu); 

3. Anggaran yang dibutuhkan untuk meng-cover 

perlindungan sosial bagi 17ribu KM adalah 

sebesar Rp. 359 miliar. Jika diakumulasikan 

dengan anggaran perlindungan sosial yang 

telah berjalan maka total anggaranya sebesar 

Rp. 7,5 triliun. 

4. Dari aspek regulasi, Pemerintah Daerah (DKI 

Jakarta) dapat menyelenggarakan PKH Lokal 

atau dengan sebutan lain. 

 
5.2 Rekomendasi 

Dari temuan penelitian yang diringkas 

dalam simpulan di atas, kami merekomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Perbaikan Data Kemiskinan 

a. Validasi Data Kemiskinan harus 

dilaksanakan sebagaimana amanah 

Pergub  

b. Validasi Data Kemiskinan juga 

memperhatikan partisipasi warga, 

kelompok masyarakat atau organiasi yang 

konsen melakukan pendampingan 

masyarakat miskin. 

2. Melakukan efisiensi anggaran sebesar 20 

persen pada :  

a. Belanja Barang dan Jasa; 

b. Belanja Perjalanan Dinas; 

c. Belanja Makanan dan Minuman; 

d. Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan 

Tunjangan Transportasi Pejabat; 

3. Melakukan integrasi program atau kegiatan 

perlindungan sosial dalam satu kemasan 

kebijakan “PKH Lokal atau sebutan lain”. 
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Lampiran 

 

 

*dalam Triliun Rp 

Fungsi Tahun 2020 Tahun 
2019 

Tahun 2018 Tahun 
2017 

Pelayanan Umum 16,79 19,24 11,74 4,61 

Ketertiban dan Ketentraman 2,61 1,40 0,98 0,02 

Ekonomi 6,11 5,92 8,74 2,37 

Lingkungan Hidup 6,03 7,46 5,38 1,38 

Perumahan dan Fasilitas Umum 11,95 10,61 11,35 14,37 

Kesehatan 10,29 9,70 9,91 6,65 

Pariwisata dan Budaya 0,87 1,14 0,67 0,31 

Pendidikan 22,93 23,85 21,45 5,50 

Perlindungan Sosial 2,03 1,58 0,95 0,35 

Non Fungsi 0,00 0,00 0,00 28,06 
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Nama Panti Asuhan Dan Yayasan Penerima Bantuan dari Fungsi Perlindungan Sosial 

(Belanja Langsung) 

No Nama Jumlah Anggaran 

1 Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 8.772.196.720,00 

2 Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 9.592.953.641,00 

3 Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 4.916.992.060,00 

4 Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 7.972.594.324,00 

5 Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 6.961.752.407,00 

6 Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 7.989.863.358,00 

7 Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih 8.517.208.958,00 

8 Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 16.639.232.496,00 

9 Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 16.085.369.769,00 

10 Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya 9.117.599.373,00 

11 Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia 5.296.732.204,00 

12 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 19.779.009.300,00 

13 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 26.329.271.860,00 

14 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 13.910.063.724,00 

15 Panti Sosial Bina Netra Dan Rungu Wicara Cahaya Batin 7.251.862.892,00 

16 Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 6.902.652.958,00 

17 Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 6.003.721.561,00 

18 Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih 9.535.141.232,00 

19 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 14.848.986.668,00 

20 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 14.204.702.118,00 

21 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 12.683.970.235,00 

22 Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 10.595.567.519,00 

 Jumlah 243.907.445.377,00 

 

No Nama Jumlah Anggaran 

1 Yayasan  Adz- Dzikri Bintaro 63.500.000 

2 Yayasan Al Barkah Daruquthni 60.500.000 

3 Yayasan Al Hidayah Assuaidiyah Pondok Kopi 70.000.000 

4 Yayasan Al Kautsar Meruya 69.000.000 

5 Yayasan Al Mukhlish Kebon Jeruk 69.400.000 

6 Yayasan Al Muttaqin An Nursyahim 72.000.000 

7 Yayasan Al-Alifya Jakarta 73.250.000 

8 Yayasan Amal Mulia Indonesia 62.250.000 

9 Yayasan An-Nasiriyah Joglo 66.000.000 

10 Yayasan Arroihan 48.975.000 

11 Yayasan Bani Abdullah Jakarta 38.000.000 

12 Yayasan Bhakti Nurul Iman 40.000.000 

13 Yayasan Bina Bakti Indoseira 53.250.000 

14 Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah - Rumah Autis 75.000.000 

15 Yayasan Darul Fikri Pratama 60.000.000 
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16 Yayasan Darussalam Al-Khair 72.650.000 

17 Yayasan Esa Sasana Surya 68.200.000 

18 Yayasan Hajjah Andi Hasmah Noor 80.000.000 

19 Yayasan Helmida Pusaka XXXI 59.000.000 

20 Yayasan Kenari 59.500.000 

21 Yayasan Kuntum Teratai 68.000.000 

22 Yayasan Kurnia Jakarta 44.710.000 

23 Yayasan Majelis Studi Al-Qur'an Daarul Ilmi 55.000.000 

24 Yayasan Makam Habib Ali Bin Ahmad Bin Zen Al-'Aidid Pulau 
Panggang 

89.650.000 

25 Yayasan Mesjid Al Barkah Kodamar 70.050.000 

26 Yayasan Miftahul Huda Cengkareng 56.790.000 

27 Yayasan Miftahul Jannah Pisangan Timur 28.750.000 

28 Yayasan Mutiara 63.000.000 

29 Yayasan Mutiara Ibu Sunarmi 67.500.000 

30 Yayasan Nara Kreatif 237.000.000 

31 Yayasan Nurul  Barkah Insani  (Yasanubari) 54.000.000 

32 Yayasan Pelita Dhu'afa 54.750.000 

33 Yayasan Pembantu Kesejahteraan Anak Yatim 42.450.000 

34 Yayasan Pendidikan Al Usmaniyah Jakarta 60.000.000 

35 Yayasan Pendidikan Islam Al Mubasyirin 62.000.000 

36 Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna Rawa Buaya 60.000.000 

37 Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terpadu 
Jagakarsa 

63.200.000 

38 Yayasan Penyantunan Sosial Tebet 55.750.000 

39 Yayasan Perguruan Islam (YPI) Al- Khairiyah 70.000.000 

40 Yayasan Prakarsa An Nisa ' Cengkareng 45.000.000 

41 Yayasan Puspa Indah Mandiri Jaya 64.375.000 

42 Yayasan Putri Assholihah Pondok Jaya 55.750.000 

43 Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta 150.000.000 

44 Yayasan Sedayu 67.468.000 

45 Yayasan Tresno Al-Aqso 89.850.000 

46 Yayasan Al Wardah Mubarokah 105.000.000 

47 Yayasan Al-Husaini Pesanggrahan 42.000.000 

48 Yayasan Miftahul Hidayatissalam 38.500.000 

 Jumlah 3.221.018.000,00 

 

 


